DAFTAR KEGIATAN
LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PASUNDAN

TAHUN 2015
PEMBERI
NO KEGIATAN PELAKSANA PEKERJAAN DIPA KETERANGAN TA
4 | Pembuatan Aplikasi Online Ir. Ririn Dinas Tata Ruang dan 330.636.900 | Nomor : 45/SP- 2015
secara GIS Agustini, MT. | Cipta Karya Kota PR/DISTARCIP/2015
Bandung
5 | Pendampingan Penerapan Dr. Dede Pemda Kab. Bandung 49.000.000 | 521,23/42/PPK-PP/Horti/2015 | 2015
Teknologi Pasca Panen Zaenal arif,
Strawbery M.Sc.
6 | IbIKK Unit Usaha Jasa Analisis | Ir. NENENG DP2M-DIKTI 130.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Bahan dan Produk Olahan SULIASIH,
Pangan MP
7 | Iptek bagi Masyarakat Usaha Rosikin, S.Sn. | DP2M-DIKTI 45.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Alat Musik (Waditra)
8 | IbM Kerajinan kain dan Latifah Adnani, | DP2M-DIKT]I 50.000.000 | 1134/K4/2015 2015
kerudung lukis kota Bandung Sh.,Msi
9 | IbM Pengrajin Karet Bandung Ir. Toto DP2M-DIKTI 45.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Ramadhan, Mt
10 | IbM Pemberdayaan Usaha Kecil | Yanti Susila DP2M-DIKTI 44.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Industri Rajutan Dalam Tresnawati,
Meningkatkan Daya Saing Di M.Si.
Kota Bandung
11 | IbM. Jelekong Dra. Atin DP2M-DIKTI 47.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Hafidiah M.Si
12 | IbM Pengembangan Bisnis Dr . Sutrisno DP2M-DIKT]I 47.500.000 | 1134/K4/2015 2015
Percetakan S.S0s.M.Si




13 | IbM Sentra Roti Babakan Dra Riany DP2M-DIKT]I 46.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Rahayu Kota Bandung Laila M.Si
14 | IbM Usaha Telor Asin Derwati | Dr. Heri DP2M-DIKTI 45.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Erlangga S.Sos,
M.Pd.
15 | IbM Industri Kaos Persib Dra. Trisa DP2M-DIKTI 46.500.000 | 1134/K4/2015 2015
Bandung Nurkania M.Si
16 | IbM Usaha Kerupuk Jengkol Drs. Kunkurat, | DP2M-DIKTI 49.500.000 | 1134/K4/2015 2015
M.Si.
17 | IbM Pencipta Wira Usaha Drs. R,H DP2M-DIKT]I 47.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Remaja Putra Panti Asuhan Kota | Sumardhani
Bandung M.Si
18 | IbM Kerajinan Pahat Alat Musik | Yayan Mulyana | DP2M-DIKTI 49.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Marawis di Kota Bandung S.S0s. M.Si
19 | IbM Bagi Kelompok Usaha Nata | Agus Setiawan | DP2M-DIKTI 40.000.000 | 1134/K4/2015 2015
de Coco M.Sn
20 | IbM Pengrajin Sepatu Nurhayati DP2M-DIKTI 48.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Cangkuang S.S0s. M.Si
21 | IbPE Patung Ukir Bakar di Yanti Purwanti | DP2M-DIKTI 100.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Kabupaten Bandung Barat Jawa | S.S0s.M.Si
Barat
22 | IbPE industri kreatip Fashion Yuyun Yuniarti | DP2M-DIKTI 85.000.000 | 1134/K4/2015 2015
Kota Bandung S.S0s. M.Si
41 | Pendampingan Pengolahan Dr. Asep Dedy | Distanhut Kabupaten 30.000.000 | 521,23/42/PPK-PP/Horti/2015 | 2015
Tepung Ganyong Sebanyak Sutrisno, Bandung
Dalam Rangka Pelaksanaan Ir.,,MP.

Kegiatan Penanganan Pasca
Panen Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Pertanian
Distanbunhut Kabupaten
Bandung TA. 2015




42 | Pekerjaan Analisis Kebijakan Dr. Asep Dedy | Deputi Bidang Koord. 350.000.000 | 059a/Unpas.LPM/SPK/1X/2015 | 2015
Prosedur Kerja dalam Sutrisno, Penanggulangan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Ir,MP. Dr. Kemiskinan dan
Pengendalian Kebijakan Iyus Rustandi, | Perlindungan Sosial
Jaminan Nasional Ir. Kementrian Koord.
Bidang Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan RI
43 | Mekanisme Persetujuan, Dedy Mulyana, | Sekretariat DPRD 172.500.000 2015
Substansi dan Materi Teknis SH.,MH. Kab. Majalengka
RDTR Peran DPRD dalam
Menyikapi Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah dan Kajian ttg
UUD Pemerintahan Desa serta
Pembahasan APBD
44 | Mekanisme Persetujuan, Elvira Zyen, Sekretariat DPRD 204.000.000 2015
Substansi dan Materi Teknis SE.,M.SE. Kab. Tasikmalaya
RDTR Peran DPRD dalam
Menyikapi Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Kepala Daerah dan Kajian ttg
UUD Pemerintahan Desa serta
Pembahasan APBD
45 | Pembahasan KUA-PPAS, Elvira Zyen, Kab. Bogor 175.000.000 2015
Penyusunan Rencana Kerja SE.,M.SE.

DPRD serta Penguatan Motivasi

Dalam Meningkatkan Kerjasama

antar Konisi DPRD




46 | Pedoman Umum Penyusunan Elvira Zyen, Pangkal Pinang 101.500.000 2015
APBD Perubahan Tahun SE.,M.SE.
Anggaran 2015 dan Efektivitas
Pengawasan Terhadap Audit
Laporan Hasil Pemeriksaan
BPK

47 | Peningkatan Kapasitas Dr. H. Thomas | Kab. Lebak 225.000.000 2015
Pengawasan DPRD Untuk Bustomi, M.Si.
Menopang Kinerja
Pemerintahan Daerah

48 | Peningkatan Kapasitas Dr. H. Thomas | Kota Tasikmalaya 168.750.000 2015
Pengawasan Pimpinan dan Bustomi, M.Si.
Anggota DPRD Terhadap
Pemerintah Dalam Menopang
Pemerintahan Daerah

49 | Meningkatkan Peran Strategis Elvira Zyen, Kota Sukabumi 157.500.000 2015
Legislatif Melalui Laporan dan | SE.,M.SE.
LKPJ

50 | Strategi Penggalian Potensi Dr. Abdul Kota Depok 171.500.000 2015
Pendapatan Asli Daerah Serta Magqin,
Sistem Perencanaan SE.,MS.
Pembangunan Kota

51 | Peningkatan Peran Pengawasan | Elvira Zyen, Kota Cilegon 175.500.000 2015
dan Penganggaran DPRD Dalam | SE.,M.SE.
Menindak Lanjuti LHP BPK dan
Penyusunan RAPBD Tahun
2016

52 | Optimalisasi Kinerja DPRD Dr. Yaya M. Kota Cilegon 175.500.000 2015
Berwawasan Emotional Spiritual | Abdul Aziz,
Quotient (ESQ) M.Si




53

Mekanisme Pembentukan
Peraturan Daerah, Pokok-Pokok
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Bedasarkan UU No 23
Tahun 2014

Dr. H. Absar
Kartabrata,
MH.

Kota Serang

225.000.000

2015

54

Mekanisme Penyelenggaraan
PILKADA Berdasarkan PERPU
No 1 Tahun 2014, Optimalisasi
Peran dan Fungsi Anggota
DPRD Dalam Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2016
dan Penerapan UU PILKADA
Serta Penyusunan Legal
Drafting

Dr. Ikin
Sodikin, M.Si.

Kab. Sukabumi

245.000.000

2015

55

Sosialisasi Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah Untuk
Optimalisasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

Dr. H. Thomas
Bustomi, M.Si.

Kota Bandung

140.000.000

2015

56

Strategi Penggalian Potensi
Pendapatan Asli Daerah Serta
Sistem Perencanaan
Pembangunan Kota

Acu Viarta,
SE.,MSE.

Kota Cirebon

127.500.000

2015

57

Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD,
Optimalisasi Pemahaman ttg
Peran DPRD Dalam Kebijakan
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah

Dedy Mulyana,
SH.,,MH.

Kota Cirebon

127.500.000

2015




58

Mekanisme Pembentukan
Peraturan Daerah, Pokok-Pokok
Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Berdasarkan UU No 23
Tahun 2014 dan Mekanisme
Penyelenggaraan PILKADA
Berdasarkan PERPU No 1
Tahun 2014

Dr. H. Absar
Kartadibrata,
MH.

Kota Cilegon

175.500.000

2015

59

Meningkatkan Peran Strategis
Legislatif Melalui Laporan dan
LKPJ

Kota Depok

200.000.000

2015

60

Membangun Sistem
Pemerintahan yang Demokratis
Berdasarkan UU Nomor 1
Tahun 2015 ttg PILKADA dan
Optimalisasi Pemeliharaan Aset
Daerah Berdasarkan PP Nomor
27 Tahun 2014

Kota Cilegon

162.000.000

2015

61

Optimalisasi Pengawasan DPRD
dan Penggunaan & Pengelolaan
Keuangan Daerah Untuk
Mencapai Peningkatan PAD
Tahun 2015

Kab. Pandeglang

212.000.000

2015

62

Peningkatan Kapasitas
Pengawasan DPRD Untuk
Menopang Kinerja
Pemerintahan Daerah

Kab. Tangerang

225.000.000

2015

63

Membangun Sistem
Pemerintahan yang Demokratis
Berdasarkan UU Nomor 8
Tahun 2015 ttg PILKADA

Kab. Pandeglang

225.000.000

2015




64

Pokok-pokok Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
Berdasarkan UU Nomor 23
Tahun 2014 dan Mekanisme
Penyelenggaraan PILKADA
Berdasarkan PERPU No 1
Tahun 2014

Kab. Bandung

156.000.000

2015

65

Penganggaran APBU Berbasis
Kinerja, MekanismePerencanaan
dan Penyusunan Anggaran,
Penerapan Akuntansi Akrual
Serta Kebijakan Biaya
Perjalanan Dinas Tahun 2015

Kab. Purwakarta

202.500.000

2015

66

Optimalisasi Fungsi Anggaran
DPRD Dalam Menyusun
Perubahan APBD Tahun 2015
dan Merancang RKPD Tahun
2016

Kab. Pandeglang

243.000.000

2015

67

Optimalisasi Fungsi Anggaran
DPRD Dalam Menyusun
Perubahan APBD Tahun 2015
dan Merancang RKPD Tahun
2016

Kab. Tangerang

225.000.000

2015

68

Pedoman Penyusunan APBD
Tahun 2016, Peraturan
Perjalanan Dinas Terbaru Serta
KPU No 9/2015

Kab. Indramayu

125.000.000

2015

69

Pelaksanaan Tugas pokok dan
fungsi Pimpinan dan Anggota
DPRD

Kota Cimahi

100.000.000

2015




70

Kedudukan Protokoler dan
keuangan pimpimam dan
anggota DPRD

Kab. Tanggerang

216.000.000

2015

71

Optimalisasi pengelolaan
pemerintahan yang ideal dengan
landasan demokrasi dan tata
aturan

Kab. Indramayu

196.000.000

2015

72

Laporan keteraranagan
pertanggung jawaban
pemerintah daerah UU no.06 thn
2014, Perpu no. 01 thn 2014
serta peraturan pembangunan
berbasis partisipasi masyarakat

Kab. Indramayu

200.000.000

2015

73

Optimalisasi peran DPRD dIm
Inplementasi UU no. 5 Thn 2014
tentang aparatur Sipil Negara

Kota Cirebon

100.750.000

2015

74

Pilkada Serentak 2015 dan
pemgelolaam keuamham
dDaerah

kab. Belitung tmr

112.500.000

2015

75

Mekanisme persetujuan
subtansi dan materi teknis
DPRD

Kota Cirebon

110.500.000

2015

76

Kedudukan Protokoler dan
keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD

Prov. Banten

415.000.000

2015

7

Membangun Pemerintahan yg
demokrasi berdasarkan UU No.
8 thn 2015 ttg Pilkada

Kab. Pandeglang

225.000.000

2015

78

uu pemilkada dan menajemen
keuangan Daerah terhadap
Pengawasan DPRD

Kab. Bangka tgh

112.500.000

2015




79

Optimalisasi Pengawasan DPRD
terhadap lap keterangan
pertanggungjawaban LKPJ
thnan kep daerah

ProV. Banten

425.000.000

2015

80

Peningkatan kapasitas legis dlm
LKPJ eksekutip dan Tugas
pungsi wewenang DPRD dIm
PILKADA

Kab. Sukabumi

211.500.000

2015

81

Strategi DPRD dIm rangka
pertanggung jawaban APBD
serta Pembentukan produk
hukum dan legislatif Daerah

Kota Depok

225.000.000

2015

82

Aktualisasi Peran dan fungsi
DPRD dIm proses percepatan
pembangunan daerah
implementasi UUD no. 6 thn
2014 tentang desa dIm proses
penyelenggaraan Pemerintah di
daerah

Kab. Kuningan

225.000.000

2015

83

Optimalisasi Pengawasan DPRD
dan penggunaan pengelolaan
Keuangan Daerah untuk
mencapai Peningkatan RAB
tahun 2014

Kota Tasikmalaya

191.000.000

2015

84

Meningkatkan Peran strategis
Legislatip melalui Lap LKPJ
sistem perjalanan Dinas
Anggota DPRD

Kab Bogor

225.000.000

2015

85

Meningkatkan peran strategis
Legislatip melalui laporan LKPJ
dan Problematika peran DPRD

Kab. Majalengka

75.000.000

2015




dalam pengelolaan Keuangan
Daerah

86

Perencanaan Tata Ruang dan
Implementasi Kebijakan
Penataan Ruang , Pengelolaan
Aset Daerah serta Pembentukan
Perda Inisiatif DPRD

Kabupaten Indramayu

198.000.000

2015

87

Workshop Optimalisasi
Pengelolaan Pemerintahan yang
Ideal dengan Landasan
Demokrasi dan Tata Aturan

Kab. Tasikmalaya

225.000.000

2015

88

Workshop Pemeriksaan BPKP,
Audit BPK serta Perencanaan
Anggaran Tahun 2016

Kota Tasikmalaya

191.250.000

2015

89

Optimalisasi Penggalian potensi
PAD dan penyususnan rencana
pembangunan daerah

Kota Depok

250.000.000

2015

90

Putusan MK tentang
kewenangan DPRD dIm
membahas dan penyetujui
rincian APBD,
Pertanggungjawaban dan
penggunaan barang dan jasa
serta perijinan dan penyertaan
modal

kabupaten Bogor

202.500.000

2015

91

Optimalisasi Penggalian Potensi
PAD dan Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah

Kota Depok

225.000.000

2015




92

Pedoman umum Penyusunan
APBD TA 2016 Berdasarkan
Pemendagri NO 52 tahun 2015,
Strategi Penyususnan dan
Penyajin Laporan keunagan
Daerah berbasis Aktual
Berdasarkan Permendagri NO 64
tahun 2013

Kota Banjar

76.500.000

2015

93

Peran strategiDPRD dalam
rangka membangun Dasar
Hukum bagi Kegiatan
Pemerintahan Daerah
melaksanakan Pembangunan
serta Pengawasaan pelaksanaan
APBD dan Transparansi
keuangan Daerah

Kota Depok

200.000.000

2015

94

Perencanan Tata Ruangan dan
Implementasi Kebijakan
penataan Ruang, Pengelolaan
Aset Daerah Serta Pembentukan
Paraturan Daerag (PERDA)
Inisiatip DPRD

Kab Indramayu

198.000.000

2015

95

Putusan MK tentang
kewenangan DPRD dIm
membahas dan penyetujui
rincian APBD,
Pertanggungjawaban dan
penggunaan barang dan jasa
serta perijinan dan penyertaan
modal

Kota Cirebon

161.000.000

2015




96

Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemanfaatan Aset Daerah dan
Pemaparan Permendagri Nomor
52 Tahun 2015 tentang Pedum
RAPBD 2016 serta UU No. 5
tentang Aparatur Sipik Negara
(ASN)

Kota Bekasi

200.000.000

2015

97

Optimalisasi Pengelolaan
Keuangan Good Governance
Dalam Persfektif APBD

Kota Pangkal Pinang

98.000.000

2015

98

Optimalisasi Pengelolaan
Pemerintahan Yang Ideal
dengan Landasan Demokrasi
Dan Tata Aturan

Kabupaten Ciamis

240.000.000

2015

99

Optimalisasi Penggalian Potensi
PAD dan Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah

Kota Depok

207.000.000

2015

100

Putusan MK tentang
kewenangan DPRD dalam
membahas dan menyetujui
rincian APBD,
Pertanggungjawaban dan
Penggunaan Barang dan Jasa
Serta Perijinan dan penyertaan
modal

Kab. Bogor

207.000.000

2015

101

Implementasi Program Legislasi
Daerah Dalam Pembentukan
Peraturan Daerah dan Tugas
Serta Fungsi BAPEPERDA
dalam Prolegda

Kota Bandung

180.000.000

2015




102

Mekanisme Hibah bansos dan
Peraturan tentang Perjalanan
Dinas Tahun 2016

Kab Belitung Timur

85.500.000

2015

103

Optimalisasi Data
Kependudukan dalam Rangka
Perbaikan Sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah Baerbasis
Pembangunan Desa

Kab Indra Mayu

225.000.000

2015

104

Peningkatan Peran strategi
DPRD dalam pembentukan
produk Hukum Berbasis
kearifam lokal, Pemahaman
Pemendagri N0.113 Tahun 2014
tentang pengelolaan keuangan
Desa dan Aspirasi Masyarakat
Dalam kegiatan Reses Pimpinan
dan Anggota DPRD

Kab Bogor

225.000.000

2015

105

Optimalisasi Peran dan fungsi
DPRD dalam Penetapan UU
Pilkada Serta Penyusunan Legal
Drafting Peraturan Daerah

Kota Bogor

139.500.000

2015

106

Workshop Pembahasan RAPBD
2016 dan Pe3rubahan RAPBD
2015

Kabupaten Bogor

225.000.000

2015

107

Penyususnan Program Kerja
DPRD dan Pembahasan
Pemendagri NO 52 tahun 2015
serta penyusunan Rnacangan
KUA dan Rancangan PPAD
Tahun 2016

Kab Purwakarta

193.500.000

2015

108

Semangat Revitalisasi
Pembangunan Daerah melalui

Kab Indramayu

234.000.000

2015




penataan mekanisme pengolahan
kuangan sesuai perundangan

109

Peran DPRD dalam Rangka
Memgoptimalisasi Otonomi
Daerah

Kota Bandung

72.500.000

2015

110

optimalisasi peran dab fungsi
DPRD dalam penerapan UU
Pilkada serta Oenyusunan Legal
Drafting Peraturan Daerah

Kota Cirebon

146.250.000

2015

111

Pedoman Umum Penyususnan
APBD Tahyn Anggaran 2016
Serta Pertanggungjawaban
Pelaksanan APBD

Kota Depok

225.000.000

2015

112

Peran Kapasitas DPRD dalam
Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan di Tingkat Daerah

Kab Sukabumi

225.000.000

2015

113

Optimalisasi pengelolaan
pemerintah yang Ideal dengan
landasan Pengembangan Potensi
Daerah

Kota Banjar

108.000.000

2015

114

Pentingnya persamaan persepsi
terhadap Harmonisasi Program
Kegiatan Pembahasan APBD
Tahun 2016 Dalam
Meningkatkan Perekonomian
Domestik bagi Peningkatan serta
perluasan Kesejahteraan Rakyat
dan Kisi2 RPP tentang
Kedudukan Protokoler,
Keuangan Pimpinan dan
anggaran

kota Cimabhi

150.000.000

2015




115

Peningkatan Kapasitas pimpinan
dan Anggota DPRD tentang
Perencanaan Pembangunan
Daerah, Laporan
Pertanggungjawaban dan
Laporan akhir masa Jabatan
kepala Daerah, Parjalanan dinas
serta Emotional Spiritual
Quotient

Kota Depok

250.000.000

2015

116

Peningkatan Kapasitas
Pimpinandan anggota DPRD
tentang Isu Strategis
Pemerintahan Daerah dan Arah
Kebijakan Pilkada
Bupati/Walikota, Penyusunan
Prolegda dan Pengelolaan
Keuangan Daerah menuju WTP
Serta Emotional Spiritual
Quotiens

Kabupaten Bogor

225.000.000

2015

117

Optimalisasi Penganggaran dan
Pengawasan DPRD terhadap
APBD Perubahan serta motivasi
kerja menjelang akhir tahun
2015

Kota Tasik Malaya

187.000.000

2015

118

Optimalisasi Data
Kependudukan dalam Kerangka
Kebaikan sistem Pengelolaan
Keuangan Daerah Berbasis
Pembangunan Desa

Kabupaten
Pangandaran

175.000.000

2015

119

Kota Depok

225.000.000

2015




